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MENTERI l<EUANGAN 
REPUBLll< INOONESlA 

SA LINAN 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK JNDONJ:GS!A 

NOMOR 293 /KMK.01/2012 

TENTANG 

PELIMPAI-IAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN UNTUK 
DAN ATAS NAMA MENTEi~! KEUANGAN MENGESAI-IKAN 

Menim bang 

Mengingat 

DOKUMf£N PELAKSANAAN ANGGARAN 

MENTER! KEUANGAN f~EPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 7 
ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selal;:,u 
Pengelola Fiskal clan Benclahara Umum Negara mempunyai 
tugas dan wewenang untuk mengesahkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran; 

b. bahwa dalam rangka efektivitas clan efisiensi pelaksanaan 
anggaran, Menteri Keuangan perlu mengalihkan pelimpahan 
wewenang pengesahan clokumen pelaltsanaan anggaran clari 
Direktur Jencleral Perbenclaharaan kepada Direktur Jendera} 
An.ggarrui.; 

c. bali.vvc-1 berclasark:a11 IJerti111ba11gan sebagaima11a cli111al<sl1d 
clalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Wewenang Kepacla 
Direktur Jenderal Anggaran Untuk Dan Atas Nama Menteri 
Keuangan Mengesahkan Dokumen.Pelaksanaan Anggaran; 

l. Unclang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Unclang-Unclang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); · 

3. Pcraturan Pemerintah Nomor 90 Tal>un 2010 tcntang 
Penyusunan Rencana Ke1:ja Dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (Lembman Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5178); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 
te11tang Orga11isasi J)ar1 Tata l(erja l{ementeria11 l{el.1anga11; 
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MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEL!MPAHAN 
WEWENANG KEPADA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN 
UNTUK DAN ATAS NAMA MENTER! KEUANGAN 
MENGESAI-IKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN. 

Melimpahkan wewenang kepacla Direktur Jencleral Anggaran 
untuk clan atas nama Menteri Keuangan mengesahkan 
clokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana tercm1tum 
clalam Lampiran yang ticlak terpisahkan clari Keputusan 
Me11teri ini. 

Dala1n 111elalcsanakan kewe11_anga11 sebagain.1ana clilnak:sucl 
clalam · Diktum PERTAMA, pejabat yang clitunjuk wajib 
n1en11)erhatika11 ketentt.1a11 peratura11 pert111c1a11g-u11clanga11. 

I<.ewe11angan pengesal1a11 clolct1111en pelalcsar1aan ar1ggaran 
sebagailnana din1alcsL1cl dalan1 Dilctt1n1 PEIZT'AMA clilalcsanak:a11 
clala111 rangka pe11gesaha11 ·oaftar Isia11 Pelak:sar1aa11 A11ggaran 
(D!PA) mulai Tahun Anggaran 2013. 

Pacla saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran V 
angka l, angka 3, clan angka 4 Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 347 /I<MK.01/2608 tentang Pelimpahan Wewenang 
Kepacla Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan 
Untuk Dan Alas Nama Menteri Keuan'(an Menanclatangani 
Surat Dan Atau Keputusan Menteri Ke~iangan, clicabut clan· 
clinyatakan ticlak berlaku. 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pacla tanggal clitetapkan. 

Salinan Keputusan Menteri ini clisampailrnn kepacla: 

1. Wald! Menteri Keuangan I; 
2. Wald! Menteri Keuangan II; 
3. Sekr"'taris Jencleral, lnspektur Jencleral, para Direktur 

Jencleral, clan para Kepala/Kel<.1a Baclan di lingkungan 
I<.e1nen teria11 I<:et1angan; 

+. Para Sta[ Ahli Menteri Keuangan; 
5. Para Kepala Biro, para Inspektur, para Sekretaris Direktorat 

Jencleral/Baclan, para Direktur clan para Kepala Pusat 
di lingkungan Kementerian Keuangan. 

!:MENTERil\N 

Dilclapl(an di ,Jal(arta 
Pada ta.nggal2 4 i\gustus 2012 

MENTEF-!l KEUANG/\N 
REPUBLIK INDONES!i\, 

ltd. 

AGUS D.W. MAFn'OW/\RDOJO 



MENTEf-1! Kl:UANGAN 
REPUBUK INClOMES!A 

LAlviPIRAN 
KEPUTUSfi.N Mll:NTERI ICEUANP~Ii 811!:.PUBLHC INDONl!:SIA 

. NOMOR Z93/ KMK. 01 /ZU < 
'\'EN'l'ANG PELIMPAllAN WEWl!:NANG KEPJ\DJ\ DIRE!(TUJ~ 
JENDERJ\L ANGGARAN UNTUIC DAN AT/IS NJ\MA 
M.ENTJERf KEUANGAN MC:NGl~S/\HKAN DOICUMEN 
PIU,AKSANAJ\N J\NGGAR/\N 

DAFTAR WEWENANG MENTER! KEUANGAN YANG DILJMPAHKAN 
KEPADA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN UNTUK DAN ATAS NAMA 

MENTERI KEUANGAN MENGESAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

NO. 

1. 

2. 

3. 

-· 

MATER! WEWENANG YANG DILIMPAHKAN 

Penandalanganan Surat Pengesahan Daflar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA). 

Pemblokiran alokasi anggaran/pemberian tancla bintang n pacla DIPA 
clan clokumen pelaksanaan anggaran lainnya yf.mg dipersarnakan. 

PenandalangaJmn persetujuan revisi 
lainnya yang clipersamakan. 

DIPA clan dokumen anggaran 

MENTl':Rl KEUANGAN 
FmPUBLlK INDONESIA, 

tltl. 

/\GUS D.W. MAHTOWARDOJO 


